
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Retribusi Perizinan di Bidang Angkutan Umum perlu
diganti;

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan asli daerah yang penting guna
mendukung perkembangan otonomi daerah yang
nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Trayek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3527);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4528);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
1989 Nomor 1 Seri C);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan

BUPATI TEMANGGUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Kabupaten Temanggung.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

7. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau
ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga
membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunaan oleh umum dengan dipungut bayaran baik
langsung maupun tidak langsung.



10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk
untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan
jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

14. Izin Trayek adalah Izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan
kendaraan umum dalam wilayah Daerah.

15. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan
angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk menggunakan
kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin trayek
yang dimiliki.

16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.

17. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu dalam wilayah daerah.

18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya

19. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi
satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

20. Jaringan lintas adalah jaringan pelayanan angkutan barang yang
ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang sama.

21. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota
ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui
lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus
umum yang terikat dalam trayek.

22. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota
ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu
daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat
dalam trayek.

23. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam satu wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan
mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek.

24. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat
lain dalam satu wilayah daerah kabupaten yang tidak termasuk
dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten
dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil
penumpang umum yang terikat dalam trayek.

25. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan
perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan
langsung pada Kabupaten atau Kota lain dalam satu provinsi.

26. Angkutan tidak dalam trayek adalah angkutan yang mempunyai asal
dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang
umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang
berbeda.


